
BUPATI GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR 01 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

M e n i m b a n g : a . bahwa dengan adanya pembahan kebijakan terkait 

kemampuan keuangan Daerah, perubahan 

kebijakan pada indeks tambahan penghasilan, dan 

perubahan kebijakan terhadap pegawai penerima 

tambahan penghasilan, maka Peraturan Bupati 

Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipi l 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Gorontalo Utara sudah tidak sesuai sehingga perlu 

diganti; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan 

kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah dengan 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dem huruf b, maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
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BUPATI GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR Ol TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan terkait 

| kemampuan keuangan Daerah, perubahan 

kebijakan pada indeks tambahan penghasilan, dan 

perubahan kebijakan terhadap pegawai penerima 

. tambahan penghasilan, maka Peraturan Bupati 

Gorontalo. Utara Nomor &€ Tahun 2022 tentang 

Tambahan Penghasilan Fegawai Aparatur Sipil 

i Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Gorontalo Utara sudah tidak sesuai sehingga perlu 

diganti, 

'b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan . Keuangan Daerah 

mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan 

kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah dengan . 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
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Lingkungan Pemerintah Djierah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4687); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Uimbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republil: Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubali beberapa kal i terakhir 

dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

sebagaimana telah diubah beberapa kal i terakhir 

dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubjih dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
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— Mengingat: 1. 

— Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi | 

. Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Lingkungan Pemerintah Daerah. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4687): : 

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

. Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

— Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494): 

. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan :Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 2 

osebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan peraturan pemerintah. pengganti Undang- . 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

— (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

"Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

“Indonesia Nomor 6841), i 

“Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
” Administrasi Pemerintahan . (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) : 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan peraturan pemerintah pengganti Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 : 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841), | 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
“Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah: dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
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Atas Peraturan Pemerintali Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia. Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6477); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuamgan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6718); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH. 

B A B I 

K E T E N T U A N U M U M 

P a s a l 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daenih otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
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i Menetapkan : 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

i Negara Republik Indonesia. Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

. Nomor 6477): 

Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

' Nomor 6322): 

. . Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

) Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

“Republik — Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, 

. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6718): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781), 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH. 

BABI 

KETENTUANUMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 

2. 

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.” 

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah dalam jjenyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 

adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lamnya dan digaji berdasarkan peraturan penindang-undangan. 

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kei ja yang selanjutnya disingkat 

PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

yang diangkat berdasarkan perjanjian kei ja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

8. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP 

adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkup 

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuian peraturan perundang-

undangan. 

9. Dasar TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas 

jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan 

j^ang berlaku. 

10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Pit. adalah Pegawai yang 

diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan 

organisasi lain ketika pejabat struktural diberhentikan tetapi belum 

diangkat pejabat struktural yang definitif. 

11 . Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai yang 

diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan 

organisasi lain ketika pejabat struktural berhalangan. 

12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil. 

13. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan 

fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar 

pemberian besaran tunjangan. 

14. Indeks Kapasitas F iska l Daerah adalah gartibaran dari kemampuan 

keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan 

daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah 
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10. 

11. 

12. 

13. 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 

adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat terteritu, diangkat sebagai 

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pernbina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 

PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP 

adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkup 

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. | 

Dasar TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas 

jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan 

yang berlaku. 

Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt, adalah Pegawai yang 

diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan 

organisasi lain ketika pejabat struktural diberhentikan tetapi belum 

diangkat pejabat struktural yang definitif. 

Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai yang 

diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan 

organisasi lain ketika pejabat struktural berhalangan. 

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil. ) 

Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan 

- fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar 

pemberian besaran tunjangan. 

14. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah garnbaran dari kemampuan 

keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan 

daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah 
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ditentukan, belanja bagi hasi l , belanja bantuan keuangan dan belanja 

pegawai. 

15. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang 

menggambarkan tingkat kemahsJan konstruksi suatu daerah 

dibandingkan daerah acuan. 

16. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks yang 

menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

17. Disiplin adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari 

larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan 

dan/atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar 

dijatuhi hukuman disiplin. 

18. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai 

karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

19. Produktifitas adalah kemampuan menghasilkian suatu kei ja yang lebih 

banyak dari pada ukuran biasa yang telah umum. 

BAB I I 

TAMBAHAN PENGHASILAN ASN 

BagianKesatu 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

(1) Pemberian TPP bermaksud sebagai bentuk penghargaan kepada ASN 

atas kineijanya. 

(2) Pemberian TPP bertujuan untuk: 

a. meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja ASN; 

b. meningkatkan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah secara 

keseluruhan; dan 

c. meningkatkan kesejahteraan ASN. 

BagianKedua 

Prinsip Pemberian TPP 

Pasal 3 

( I ) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a . kepastian hukum; 

b. akuntabel; 
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ditentukan, belanja bagi hasil, , belanja bantuan keuangan dan belanja 

| pegawai. NN : . 
15.Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang 

. menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah 

dibandingkan daerah acuan. 0 ) 

i | 16. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks yang 

5 menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. | ) 

' 17. Disiplin adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari . | 

1 larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. 

.dan/ atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar. 

dijatuhi hukuman disiplin. ag | 

' ) 18. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai 

i karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil. i 

“ 19. Produktifitas adalah kemampuan menghasilkan suatu kerja yang lebih 

i banyak dari pada ukuran biasa yang telah umum. 

— BAB 11 

TAMBAHAN PENGHASILAN ASN 

Bagian Kesatu . 

Maksud dan Tujuan 
) Pasal 2 . 

» Pemberian TPP bermaksud sebagai bentuk penghargaan kepada ASN i 

— atas kinerjanya. 

2 Pemberian TPP bertujuan untuk: 

— a meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja ASIN: : 

5. meningkatkan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah secara 

3 keseluruhan, dan ) | 

— . c. meningkatkan kesejahteraan ASN. 

Bagian Kedua 

Prinsip Pemberian TPP 

Pasal 3 

wu Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

|a. kepastian hukum: 

ob. akuntabel: 
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c. proporsionalitas; 

d. efektif dan efisien; 

e. keadilan dan kesetaraan; 

f. kesejahteraan; dan 

g. optimalisasi. 

(2) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) huruf a 

adalah bahwa pemberian TPP mengutamjikan landasan Peraturan 

Perundang- undangan, kepatutan, dan keadibm. 

(3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 

bahwa pemberian TPP dapat dipertanggung jawabkan kepada 

masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturfin Perundang-undangan. 

(4) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara 

hak dan kewajiban pegawai. 

(5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

adalah bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan 

tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan. 

(6) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e adalah bahwa pemberian TPP hjirus mencerminkan rasa 

keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan 

peran sebagai pegawai ASN. 

(7) Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

adalah bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan 

pegawai ASN. 

(8) Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

adalah bahwa pemberian TPP sebagai hasi l optimalisasi pagu anggaran 

belanja Pemerintah Daerah. 

BAB 111 

KRITERIA PEMBERIAN TPP 

Pasal 4 

(1) TPP diberikan kepada seluruh Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan 

kriteria: 

a , Beban kerja; 
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(5) 

(6) 

(7) 

proporsionalitas, 

efektif dan efisien, 

keadilan dan kesetaraan, 

kesejahteraan, dan 

» 
m
p
 

A
n
 

optimalisasi. 

Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan Peraturan 

Perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan. 

Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 

bahwa pemberian TPP dapat dipertanggung jawabkan kepada 

masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara 

hak dan kewajiban pegawai. ) i 

Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

adalah bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan 

tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan. 

Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e adalah bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa 

keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan 

peran sebagai pegawai ASN. i 

Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

adalah bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan 

. pegawai ASN. 

(8) 

(1) 

(2) 

Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

adalah bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran 

belanja Pemerintah Daerah. 

BAB II 

KRITERIA PEMBERIAN TPF 

Pasal 4 

TPP diberikan kepada seluruh Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan 

kriteria: 

a. Beban kerja, 
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b. Prestasi kerja 

c. Tempat bertugas 

d. Kondisi kerja; 

e. Kelangkaan profesi; dan/atau 

f. Pertimbangan objetif lainnya. 

Pasal 5 

(1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas 

melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma 

lima) j am perbulan. 

(2) besaran presentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai dengan 

kemampuan keuangan Daerah dari besaran basic TPP 

Pasal 6 

(1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang 

keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya. 

(2) Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan 

kemampuan keuangan Daerah dari besaran basic TPP 

P a s a l ? 

(1) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dalam pasal 4 huruf 

c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya 

berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil 

(2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada indeks 

TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks 

kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis 

terendah diwilayah provinsi atau akabupaten/kota 

(3) Indeks kesulitan kelurahan adalah sama dengan indeks geografis desa 

terendah diprovinsi atau kabupaten/kota;dan 

(4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas pro^/insi atau kabupaten/kota 

adalah paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP ASN provinsi atau 

Kabupaten/Kota apabila indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu 

koma l ima puluh). 
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i Prestasi kerja 

. Tempat bertugas 

. Kondisi kerja: i 

i Kelangkaan profesi, dan/ atau 

Pertimbangan objetif lainnya. 

| | Pasal 5 

TPP berdasarkan beban: kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal: 4 

huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas 

melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma 

lima) jam perbulan. - ' 

besaran presentase “TPP berdasarkan beban kerja sesuai dengan 

kemampuan keuangan Daerah dari besaran basic TPP 

Pasal 6 . 

TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang 

keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya. 

Alokasi TPP “berdasarkan “prestasi kerja sesuai : dengan 2 

) kemampuan keuangan Daerah dari besaran basic TPP | 

Pasal 7 ) 

TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dalam pasal 4 huruf | 

c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya 

berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil | 

. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada indeks 

TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks 

kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks. kesulitan geografis. 

terendah diwilayah provinsi atau akabupaten / kota 

Indeks kesulitan kelurahan adalah sama dengan indeks geografis desa 

terendah diprovinsi atau kabupaten/kota,dan. i 

Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas provinsi atau kabupaten/ kota 

adalah paling tinggi sebesar 5046 dari basic TPP ASN provinsi atau 

Kabupaten/ Kota apabila indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu 

koma lima puluh). i i 
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Pasal 8 

(1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas 

dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, 

keamanan j iwa dan lainnya; 

(2) Rincian Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas 

pada kriteria sebagai ber ikut: 

a. pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; 

b. pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia 

berbahaya/radiasi/bahan radioaktif; 

c. pekeijaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; 

d. pekeijaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum; 

e. pekeijaan ini satu tingkat di bawahnyji dibutuhkan analis atau 

jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; 

dan/atau 

f. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah di dukung oleh 

jabatan fungsional dan tidak ada jabatan sitruktural di bawahnya. 

(3) Besaran Presentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sesuai 

dengan kemampuan keuangan Daerah dari basic TPP. 

Pasal 9 

(1) kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profeisi sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 4 huruf e diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas 

pada kriteria sebagai ber ikut: 

a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaaan in i 

khusus;dan/atau 

b. Kualifikasi pegawai pemda ysangat sedikit/hampir tidak ada yang bias 

memenuhi pekerjaan dimaksud. 

(2) Atau TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada 

peagawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi 

di pemerintah daerah; 

(3) Penetapan kriteia ASN berdasarkan kelangkaan profesi oleh kepala 

daerah; dan 

(4) Alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi provinsi atau 

kabupaten/kota adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP 

ASN provinsi atau Kabupaten/Kota. 
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Pasal 8 

“Kriteria. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud 

. dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas 

dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, 

keamanan jiwa dan lainnya, 

Rincian Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana ) 

dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas 

| pada kriteria sebagai berikut : 

3 

(1) 

|, pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular, 

b. pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia 

i berbahaya/radiasi/ bahan radioaktif, : 

C. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerjas | 

i pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukumy | 

i pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analis atau 

| jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya: 

i dan/atau 

£ pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah di dukung oleh 

jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya. 

Besaran Presentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sesuai 

dengan kemampuan keuangan Daerah dari basic TPP. 

Pasal 9 

kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 4 huruf e diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas 

0 pada kriteria sebagai berikut : 

.g 

a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaaan “ini 

khusus:dan/atau ) ) 

b. Kualifikasi pegawai pemda ysangat sedikit/ h ampir tidak ada yang bias 

memenuhi pekerjaan dimaksud. 

Atau TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada 

25 peagawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi 

“@ 

20000. Gi pemerintah daerah, 

3 Penetapan kriteia ASN berdasarkan kelangkaan. profesi oleh kepala 

daerah, dan | 

“Alokasi TPP ASN berdasarkan . kelangkaan profesi provinsi atau 

) kabupaten/kota adalah minimal 1096 (sepuluh persen) dari basic TPP 

— ASN provinsi atau Kabupaten / Kota. 
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Pasal 10 

(1) Kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbimgan objektif lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 buruf f diberikan kepada pegawai 

ASN sepanjang diamanatkan oleb Peraturan Perundang-Undangan; dan 

(2) Alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya sesuai 

kemampuan keuangan daerab dan karakteristilc daerab 

Pasal 11 

(1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja dan lieban kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) buruf a dan buruf b, diberikan setiap 

bulan dan dinilai berdasarkan produktivitas kerja serta disiplin kerja. 

(2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Surat Keputusan Bupati. 

BAB IV 

TIM PELAKSANA TPP 

Pasal 12 

(1) T im pelaksana TPP ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati . 

(2) T im pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Sekretaris Daerah; 

b. Unsur Perangkat Daerab yang membidangi Pengelolaan Keuangan 

Daerab; 

c. Unsur Perangkat Daerab yang membidangi Kepegawaian; 

d. Unsur Perangkat Daerab yang membidangi Pengawasan; 

e. Unsur Perangkat Daerab yang membidangi Perencanaan; 

f. Unsur Perangkat Daerab yang membidangi Organisasi; 

g. Unsur Perangkat Daerab yang membidangi Hukum; dan 

b, Unsur Perangkat Daerab Lain yang terkait. 

(3) Unsur Perangkat Daerab yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerab 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf b bertugas melakukan 

perhitungan terkait penganggaran TPP ASN. 

(4) Unsur Perangkat Daerab yang membidangi Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) buruf c bertugas melakukan perhitungan 

pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan. 

(5} Unsur Perangkat Daerab yang membidgmgi Pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) buruf d bertugas melakukan pengawasan 
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| ' Pasal 10 

Kriteria “TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 

| sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f diberikan kepada pegawai 

ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, dan : 

Alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya sesuai 

kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah 

Pasal 11 

TPP ASN berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan setiap 

| bulan dan dinilai berdasarkan produktivitas kerja serta disiplin kerja. 

Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Surat Keputusan Bupati. 

TN BAB IV ) 

7m PELAKSANA TPP 

| Pasal 12 : 

Tim pelaksana TPP ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 4) terdiri dari: 

a. Sekretaris Daerah: | 

b. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan 

. Daerah, ) aa i 

Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian: 

Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan, 

Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan,. 

Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi, 

Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Hukum, dan 

Unsur Perangkat Daerah Lain yang terkait. 

Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah i 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas melakukan 

perhitungan terkait penganggaran TPP ASN. : | 

Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas melakukan perhitungan 

pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan. 

Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas melakukan pengawasan 
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pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

(6) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) buruf e bertugas memastikan penganggaran 

terkait TPP. 

(7) Unsur Perangkat Daerab yang membidangi Organisasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) buruf f bertugas melakukan perhitungan indeks 

penyelenggaraan pemerintahan daerab serta mengidentifikasi jabatan-

jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi 

kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbang;an objektif lainnya. 

(8) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Hukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) buruf g bertugas msnyusun Peraturan Bupati 

tentang TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(9) Unsur Perangkat Daerab La in yang terkait sebagaimana dimaksud pada 

ajrat (2) buruf b bertugas memberikan masukam-masukan yang berkaitan 

dengan penyusunan regulasi terkait peraturan Bupati tentamg TPP dan 

pelaksanaan ditingkat perangkat daerab sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang- undangan. 

BAB V 

BESARAN TPP 

Pasal 13 

(1) Besaran TPP ditetapkan berdasarkan pada parameter: 

a. Kelas jabatan; 

b. Indeks kapasitas fiskal Daerah; 

c. Indeks kemahalan konstruksi; dan 

d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daersib. 

(2) Besaran TPP diperoleb dengan rumus: 

(besaran tunjangan kinerja per kelas jabatan) x (indeks kapasitas fiskal 

Daerab) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan 

Pemerintah Daerab). 

a . besaran tunjangan adalah besaran kinerja per kelas jabatan sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan. 

b. indeks kapasitas fiskal Daerah sebesar 1,794 (Kategori Sedang) 

dengan bobot: 0,7. 

c. indeks kemahalan konstruksi daerah sebesar 95,81 bobot 0,81291. 

d. indeks penyelenggaraan pemerintah daendi sebesar 1 (satu) dengan 
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pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan. : 

Unsur Perangkat Daerah: yang membidangi Perencanaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat 4 huruf e bertugas inemastikan penganggaran 

— terkait TPP. 

Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi sebagaimana . 

. dimaksud pada ayat (2) huruf f bertugas melakukan perhitungan indeks — 

penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan- 

jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi 

kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya. 

Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Hukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf g bertugas menyusun Peraturan Bupati 

tentang TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. | 

Unsur Perangkat Daerah Lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) haruf h bertugas memberikan masukan-masukan yang berkaitan 

) dengan penyusunan regulasi terkait peraturan Bupati tentang TPP dan 

pelaksanaan ditingkat perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 

| Peraturan n Perundang: undangan. 

BAB V 

BESARAN TPP . 

Pasal 13 

Besaran TPP ditetapkan berdasarkan pada parameter: 

a. Kelasjabatan, 

b. Indeks kapasitas fiskal Daerah, 

— &. Indeks kemahalan konstruksi: dan 

d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Besaran TPP diperoleh dengan rumus: 

(besaran tunjangan kinerja per kelas jabatan) x (indeks kapasitas fiskal 

Daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah). ) : 

a. besaran tunjangan adalah besaran kinerja per kelas jabatan sesuai. 

— dengan Peraturan Perundang-undangan. ) i 

b. indeks. kapasitas fiskal Daerah sebesar 1,794 (Kategori Sedang) 

dengan bobot : 0,7. | | 

C. indeks kemahalan konstruksi daerah sebesar 95, 81 bobot O, 81201. 

d. indeks: penyelenggaraan pemerintah daerah sebesar 1 (satu) dengan 
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nilai 844 yang terdiri dari: 

1) Variabel pengungkit dengan nilai 786 terdiri dari: 

a) Skor opini laporan keuangan dengan nilai 300; 

b) Skor laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan 

nilai 202,5; 

c) Skor kematangan penataan perangkat daerah dengan nilai 80; 

d) Skor indeks inovasi Daerah dengan nilai 7,5; 

e) Skor prestasi kerja Pemerintah Daerah dengan nilai 180; 

f) Skor rasio belanja perjalanan dinas dengan nilai 12; dan 

g) Skor indek reformasi birokrasi Pemerintah Daerab dengan nilai 

4. 

2) Variabel basi l dengan nilai 58 terdiri dari: 

a) Skor indek pembangunan manusia dengan nilai 45; dan 

b) Skor indek gini ratio pemerintah da€!rab dengan nilai 28. 

(3) Indeks perhitungan dasar TPP Daerab sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) adalah sebesar 0,569037 dari besaran tunjangan kinerja Badan 

Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan. 

BAB VI 

PEROLEHAN TPP 

Bagian Kesatu 

Komponen TPP 

Pasal 14 

(1) Komponen TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

sebesar 70% (tujub puluh persen) dari besaran TPP. 

(2) Komponen TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

Ssebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP. 

Bagian Kedua 

TPP Produktivitas Kerja 

Pasal 15 

(1) Penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1) adalah 70% (tujub puluh persen) dari Besaran 

TPP dikalikan nilai aktivitas kerja pegaxvai. 

(2) Rumus penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana 
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nilai 844 yang terdiri dari: 

1) Variabel pengungkit dengan nilai 7 86 terdiri dari: 

a Skor opini laporan keuangan dengan nilai 300, 

bh Skor laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan | 

nilai 202,5, 

Cc) Skor kematangan penataan perangkat daerah dengan nilai 80: 

d) Skor indeks i inovasi Daerah dengan nilai 7,5, 

e) Skor prestasi kerja Pemerintah Daerah dengan. nilai 180: 

f) Skor rasio belanja perjalanan dinas dengan nilai 12, dan 

8) Skor indek reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dengan nilai 

. 2) Variabel hasil dengan nilai 58 terdiri dari: 

i a) 'Skor indek pembangunan manusia dengan nilai 45, dan : 

b) Skor indek gini ratio pemerintah daerah dengan nilai 28. 

@ Indeks perhitungan dasar TPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

Mt) 

2 

| (9) 

@ 

(2) adalah sebesar 0, 569037 dari besaran tunjangan kinerja Badan : 

Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan. | | 

| BABVI 
PEROLEHAN TPP 

Bagian Kesatu - 

Komponen TPP 

| i Pasal 14 

Komponen TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ) 

sebesar 7016 (tujuh puluh persen) dari besaran TPP. | 

Komponen TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud. dalam Pasal. 

Ssebesar 3016 (uga puluh persen) dari besaran TPP. | i 

Bagian Kedua : 

— TPP Produktivitas Kerja 

. Pasal 15 

Penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud . 

dalam Pasal 8 ayat (1) adalah 70Yo (tujuh puluh persen) dari Besaran 

TPP dikalikan nilai aktivitas kerja pegawai. | : 

Rumus penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana 

! | 
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dimaksud pada ayat (1) adalah: 

TPP Produktivitas Kerja = (70% x Besaran TPP) x nilai aktivitas kerja 

pegawai. 

Bagian Ketiga 

TPP Disiplin Kerja 

Pasal 16 

(1) Penghitungan perolehan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam 

PasalS ayat (2) adalah 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP dikurangi 

jumlah persentase faktor pengurang disiplin kerja. 

(2) Rumus penghitungan perolehan TPP Disiplin Kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah: 

TPP Disiplin Kerja = (30% x Besaran TPP) - Y% faktor pengurang disiplin 

kerja. 

Bagian Keempat 

TPPAkb i r 

Pasal 17 

(1) Penghitungan TPP Akbir dilakukan dengan cara menjumlabkan TPP 

Produktifitas Kerja dan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 dan Pasal 16. 

(2) Atas penghitungan TPP Akbir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenakan pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Rumus penghitungan TPP Akbir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) adalah: 

TPP = (TPP Produktifitas Kerja + TPP Disiplin Kerja) - pajak 

Pasal 18 

(1) Penilaian Penghitungan perolehan TPP produktifitas kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 didasarkan pada pelaksanaan tugas pegawai 

bersangkutan. 

(2) Pelaksanaan tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam kertas kerja harian. 

(3) Kertas kei ja harian adalah kertas kerja yang berisi rincian aktivitas kerja 

pegawai sesuai tugas/jabatannya. 

(4) Atasan langsung melakukan penilaian terhadap basil pelaksanaan tugas 

pegawai. 

(5) Atasan langsung dalam melakukan penilaian mengacu pada format 

sebagaimana terlampir pada lampiran I peraturan Bupati ini. 
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3 dimaksud pada ayat (1) adalah: 

| pegawai. 

(Y 

(2) 

: kerja, 

(2 

TPP Produktivitas Kerja - (7046 x Besaran tep) x nilai aktivitas kerja | 

| Bagian Ketiga 

. TPP Disiplin Kerja 
: . Pasal 16 ' : 

Penghitungan perolehan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam | 

Pasal8 ayat (2) adalah 3076 (tiga puluh persen) dari besaran TPP dikurangi 

jumlah persentase faktor pengurang disiplin kerja. | 

Rumus penghitungan . perolehan TPP Disiplin Kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah: i . 
TPP Disiplin Kerja - (3045 x Besaran TPP) - Y96 faktor pengurang disiplin 

Bagian Keempat 

— TPP Akhir 
“Pasal 17 

Penghitungan TPP Akhir dilakukan dengan cara menjumlahkan TPP 

Produktifitas Kerja dan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 dan Pasal 16. | 

Atas penghitungan TPP Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat & 

| dikenakan pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

d 

5 

Rumus penghitungan TPP Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat W 

dan ayat (2) adalah: 

TPP - (TPP Produktifitas Kerja # TPP ” Disiplin Kerja) - pajak 

Pasal 18 

Penilaian Penghitungan perolehan TPP produktifitas kerja sebagaimana 

i dimaksud dalam Pasal 15 didasarkan pada pelaksanaan tugas pegawai 

bersangkutan. | 

Pelaksanaan tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam kertas kerja harian. | 

Kertas kerja harian adalah kertas kerja yang berisi rincian aktivitas kerja 

pegawai sesuai tugas/ jabatannya. 

Atasan langsung melakukan: penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas 

pegawai. | | 

Atasan langsung dalam melakukan penilaian mengacu pada format 

| sebagaimana terlampir pada lampiran I peraturan Bupati i ini. 
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(6) Dalam hal teijadi permasalahan dalam penilaian kinerja sebaimana 

dimaksud pada ayat (1) maka atasan dari atasan langsung dapat 

melakukan evaluasi. 

(7) Ketentuan ayat (6) tidak berlaku untuk permasalahan penilaian kinerja 

Sekretaris Daerah. 

(8) Pimpinan Perangkat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli 

Bupati tidak membuat Kertas Kei ja Harian. 

(9) Pimpinan Perangkat Daerab dan Asisten Sekretaris Daerab diberikan TPP 

Produktifitas Kerja sebesar rata-rata capaian TPP Produktifitas Kerja 

pegawai di bawab penilaiannya. 

(10) Staf Ahli Bupati diberikan TPP sesuai kelas jabatannya. 

(11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat: (9) dikecualikan terhadap 

pimpinan yang bawabannya mengikuti diklat lebih dari satu bulan, saMt 

lebih dari 1 (satu) bulan, cuti melabirkan dan cuti besar. 

Pasal 19 

Kertas kei ja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dapat 

merupakan gabungan dan diverifikasi oleb perangkat daerab yang baru, bagi 

pegawai ASN yang mutasi antar perangkat daerali dan/atau kenaikan kelas 

jabatan. 

Pasal 20 

(1) Penilaian Penghitungan perolehkkan TPP disiplin kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 didasarkan pada rekapitulasi kebadiran 

pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja. 

(2) Pegawai yang tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, dan pulang kerja 

sebelum waktunya pada bulan berjalan maka dilakukan pengurangan 

terhadap TPP Disiplin Keija. 

Bagian Kelima 

Pegawai ASN yang Tidak Berbak Memperoleh TPP 

Pasal 21 

(1) TPP tidak diberikan kepada: 

a. Pegawai ASN yang nyata-nyatatidak memiliki 

tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Penmgkat Daerab; 

b. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara/dibebaskan dari jabatan; 

KABAG 
ORB 

KABAN 
BKPP 

KABAG 
HUKUM 

K/ 
KEU 

BAN 
INGAN 

ASS 111 SEKDA WABUP 

-7(r 

(6). Dalam hal terjadi permasalahan dalam penilaian kinerja sebaimana 

| dimaksud 'pada ayat (1) maka (atasan dari atasan langsung dapat 

melakukan evaluasi. oh — 

(7) Ketentuan ayat (6) tidak berlaku untuk permasalahan penilaian kinerja 

0 Sekretaris Daerah. ) | 

(8) Pimpinan Perangkat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli 

) Bupati tidak membuat Kertas Kerja Harian. 

3 Pimpinan Perangkat Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah diberikan TPP 

Produktifitas Kerja sebesar rata-rata capaian TPP Produktifitas Kerja 

pegawai di bawah penilaiannya. : 

) (10) Staf Ahli Bupati diberikan TPP sesuai kelas jabatannya. : 

) (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikecualikan terhadap 

pimpinan yang bawahannya mengikuti diklat lebih dari satu bulan, sakit 

lebih dari 1 (satu) bulan, cuti melahirkan dan cuti besar. 

| Pasal 19 

i Kertas kerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dapat 

mer upakan gabungan dan diverifikasi oleh perangkat daerah yang baru, 'bagi 

pegawai ASN yang mutasi antar perangkat daerah dan/atau kenaikan kelas 

jabatan. | 

| Pasal 20 

(1) Penilaian Penghitungan perolehkkan TPP disiplin kerja sebagaimana 

) dimaksud dalam Pasal 16 didasarkan pada rekapitulasi kehadiran 

pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja. 

2 Pegawai yang tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, dan pulang kerja 

0 sebelum waktunya pada bulan berjalan maka dilakukan pengurangan 

i ) terhadap TPP Disiplin Kerja. : h 

0 Bagian Kelima 

— Pegawai ASN yang Tidak Berhak Memperoleh TPP 

Pasal 21 

w TPP tidak diberikan kepada: 

00a. Pegawai ASN yang nyata-nyatatidak memiliki 

. tugas /jabatan/ pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah: 

ob Pegawai ASN yang diberhentikan sementara /dibebaskan dari jabatan 
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c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat/tidak hormat; 

d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada 

instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar 

pemerintah daerab; 

e. Pegawai ASN yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau 

dalam bebas tugas untuk menjalani masa ]3ersiapan pensiun; 

f. Pegawai ASN guru dan pengawas sekolaib yang telah memperoleh 

tunjangan profesi. 

(2) TPP diberhentikan sementara apabila: 

a. Pegawai ASN yang tidak menyusun Sasaran Keija Pegawai pada bulan 

Januar i , maka TPP tidak diberikan di bulan berikutnya sampai 

dengan yang bersangkutan menyampaikan Sasaran Kerja Pegawai. 

b. Pegawai ASN pindab tugas dan yang bersangkutan tidak menyusun 

Sasaran Kerja Pegawai pada bulan diterbitkannya surat keputusan 

mutasi, maka TPP tidak diberikan di bulan berikutnya sampai dengan 

yang bersangkutan menyampaikan Sasaran Kerja Pegawai. 

c. Pegawai ASN yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil 

Negara sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka TPP yang 

bersangkutan untuk 1 (satu) bulan berikutnya tidak diberikan sampai 

dengan yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil 

Negara. 

d. Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kegiatan atau tugas 

yangdiperintabkan oleb pimpinan. 

(3) Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak memiliki tugas/jabatan/pekerjaan 

tertentu pada Perangkat Daerab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a adalah: 

a. Pegawai ASN yang menjadi kepala desa; 

b. Pegawai ASN yang dalam kedudukan tugas belajar; 

c. Pegawai ASN yang berstatus penerima uang tunggu;atau 

d. Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman pidana penjara. 

(4) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dibebasakan dari 

jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah: 

a . Pegawai ASN yang diberbentikEin sementara dari jabatannya sebagai 

pegawai karena suatu tindak pidana; 

b. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. 
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(2) 

(3) 

(4 

Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat/tidak hormat, 

d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada 

instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar 

pemerintah daerah, 

Pegawai ASN yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau 

dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun, 

Pegawai ASN guru dan pengawas sekolah yang telah memperoleh 

tunjangan profesi. 

TPP diberhentikan sementara apabila: 

&. Pegawai ASN yang tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai pada bulan 

Januari, maka TPP tidak diberikan di bulan berikutnya sampai. 

dengan yang bersangkutan menyampaikan Sasaran Kerja Pegawai, 

Pegawai ASN pindah tugas dan yang bersangkutan tidak menyusun i 

Sasaran Kerja Pegawai pada bulan diterbitkannya surat keputusan 

mutasi, maka TPP tidak diberikan di bulan berikutnya sampai dengan 

yang bersangkutan menyampaikan Sasaran Kerja Pegawai. 

Pegawai ASN yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil 

Negara sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka TPP yang 

bersangkutan untuk 1 (satu) bulan berikutnya tidak diberikan sampai 

dengan yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil 

Negara. 

Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kegiatan atau tugas 

yangdiperintahkan oleh pimpinan. 

Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak memiliki tugas/jabatan/pekerjaan 

tertentu pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a adalah: 

0. 

b. 

Cc. 

d. 

Pegawai ASN yang menjadi kepala desa, | 

Pegawai ASN yang dalam kedudukan tugas belajar, 

Pegawai ASN yang berstatus penerima uang tunggu,atau 

Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman pidana penjara. 

Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dibebasakan dari 

jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah: 

a. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai 

pegawai karena suatu tindak pidana, 

b. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. 
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(5) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dibebaskan dari jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan TPP mulai bulan 

perubahan status pegawai yang bersangkutan. 

(6) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dibebaskan dari jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat diberikan TPP 

kembali apabila pegawai yang bersangkutan telah kembali melaksanakan 

tugas pada instansi Pemerintah Daerab. 

(7) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dibebaskan dari jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) buruf b udak diberikan TPP selama 

3 (tiga) bulan pada bulan berikutnya sejak penjatuban hukuman disiplin. 

(8) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara a t m dibebaskan dari jabatan 

dan tidak diberikan TPP sebagaimana dimal^sud pada ayat (7) dapat 

diberikan kembali mulai bulan berikutnya setelah selesainya masa 

hukuman disiplin pada jabatan berkenaan. 

(9) Dalam hal pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dibebaskan 

dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), hukuman disiplinnya 

mulai bulan Januar i tahun berikutnya, kepada pegawai yang 

bersangkutan tetap tidak diberikan TPP. 

Pasal 22 

(1) Pemberian TPP bagi pegawai ASN dibentikan secara tetap dalam hal: 

a. meninggal dunia; 

b. cuti di luar tanggungan negara; 

c. bebas tugas; dan/atau 

d. diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pegawai. 

(2) Pengbentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal 

perubahan status pegawai yang bersangkutan. 

(3) Dalam hal pegawai meninggal dunia sebagaimjina ayat (1) buruf a dalam 

bulan berjalan, maka tidak dilakukan potongan TPP. 

Pasal 23 

(1) Pembayaran TPP ASN bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan 

menjadi PNS pada tahun berkenaan dibayarkan. pada tahun berikutnya. 

(2) Besaran TPP ASN bagi PPPK dan bagi PNS Guru yang tidak menerima 

tunjangan profesi, ditetapkan dengan Surat Kepiutusan Bupati. 
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(1): 

(2) 

Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dibebaskan dari jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan TPP mulai bulan 

perubahan status pegawai yang bersangkutan. 

Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dibebaskan dari jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat diberikan TPP 

— kembali apabila pegawai yang bersangkutan telah kembali melaksanakan 

tugas pada instansi Pemerintah Daerah. 

Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dibebaskan dari jabatan 

. sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak diberikan TPP selama 

3 (tiga) bulan pada bulan berikutnya sejak penjatuhan hukuman disiplin. 

Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dibebaskan dari jabatan 

dan tidak diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat 

diberikan kembali mulai bulan berikutnya setelah selesainya masa 

hukuman disiplin pada jabatan berkenaan. 

Dalam hal pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dibebaskan 

. dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), hukuman disiplinnya 

| mulai bulan Januari tahun berikutnya, kepada pegawai yang 

bersangkutan tetap tidak diberikan TPP. 

Pasal 22 

Pemberian TPP bagi pegawai ASN dihentikan secara tetap dalam hal: 

a. meninggal dunia, 

b. cuti diluar tanggungan negara, 

.«.. bebas tugas, dan/ atan 

d.. diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pegawai. 

Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat: (1) berlaku mulai tanggal 

perubahan status pegawai yang bersangkutan. ) 

Dalam hal pegawai meninggal dunia sebagaimana ayat (1) huruf a dalam 

— bulan berjalan, maka tidak dilakukan potongan TPP. 

Pasal 23 

'Pembayaran TPP ASN bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan 

menjadi PNS pada tahun berkenaan dibayarkan pada tahun berikutnya. 

Besaran TPP ASN bagi PPPK dan bagi PNS Guru yang tidak menerima 

tunjangan profesi, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. 
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Bagian Keenam 

Pengurangan TPP 

Pasal 24 

Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan 

pengurangan TPP disiplin kerja sebesar 3 % (tiga persen) untuk tiap 1 

(satu) hari tidak masuk kerja; 

Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan beijalan, maka diberikan 

pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut: 

KETERLAMBATAN 

(TL) 
LAMA KE'l 'ERLAMBATAN 

PRESENTASE 

PENGURANGAN 

T L 1 1 menit s.d <30 menit 0,5% 

T L 2 31 menit s.d < 60 menit 1% 

T L 3 61 Menit s.d < 90 Menit 1,25% 

T L 4 > 91 menit dan atau tidal: 

mengisi daftar hadii* 

masuk kerja 

1,5% 

(3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, 

diberikan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut: 

PULANG 

S E B E L U M 

WAKTU (PSW) 

LAMA MENINGGALKAN 

PEKERJAAN S E B E L U M 

WAKTUNYA 

PRESENTASE 

PENGURANGAN 

PSW 1 1 menit s.d <30 menit 0,5% 

PSW 2 31 menit s.d < 60 menit 1 % 

PSW 3 61 Menit s.d < 90 Menit 1,25% 

PSW 4 s 91 menit dan atau tidak 

mengisi daftar hadir 

pulang kantor 

1,55% 

Pegawai yang tidalc mengikuti apel pagi dan/atau upacara pada hari kerja 

dikenakein pengurangan TPP Disiplin Kei ja sebesar 1 % (satu persen) dari 

penilaian disiplin kerja. 

Dalam hal pegawai ASN tidak mengikuti apel pagi dan/atau upacara pada 

har i kerja karena alasan yang sah tidak dikenalcan pengurangan TPP ASN 

dengan melampirkan dokumen pendukung. 

Setiap pegawai ASN yang mengikuti diklat lebih dari 1 (satu) bulan, per 
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(1) 

(2) 

Bagian Keenam i 

h Pengurangan TPP 

Pasal 24 

Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan 

pengurangan TPP disiplin kerja sebesar 36 ( tiga persen) untuk tiap 1 

(satu) hari tidak masuk kerja, N 

Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan 

pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut: 

  

RETERLAMBATAN PRESENTASE 

  

  

  

  

(TL) LAMA KETERLAMBATAN | PENGURANGAN 
TL 1 1 menit s.d «30 menit 0,596 

TL2 3I menitsd -60menit | 196 
TL3 61 Menits.d «90 Menit | 1,255 

TL4 “Ts 91 menit dan atau tidak: | 1,596 
mengisi daftar hadir 
masuk kerja         
  

(3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, 

“ 

(S) 

(6) 

diberikan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut: 
  

  

  

  

  

PULANG LAMA MENINGGALKAN 
— PRESENTASE 

SEBELUM PEKERJAAN SEBELUM 
| aan : PENGURANGAN 

WAKTU (PSW) - WAKTUNYA 

PSW 1 1 menit s.d «30 menit 0,546 

PSW 2 31 menit s.d «60 menit |1Y6 

PSW3 61 Menit s.d « 90 Menit | 1,25Y6 

PSW4 s 91 menit dan atau tidak | 1,5546 

| | mengisi daftar — hadir 

| pulang kantor “—.         
  

Pegawai yang tidak mengikuti apel pagi dan/atau upacara pada hari kerja 

dikenakan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebesar 179 (satu persen) dari | 

penilaian disiplin kerja. 

Dalam hal pegawai ASN tidak mengikuti apel) pagi dan/atau upacara pada 

hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN 

dengan melampirkan dokumen pendukung. 

Setiap pegawai ASN yang mengikuti diklat lebih dari 1 (satu) bulan, per 
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hari dikurangi 5% (lima persen). 

(7) Dalam hal pelaksanaan cuti bersama yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah, maka tidak ada pengurangan TPP. 

(8) Pengurangan TPP paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk 

tiap 1 (satu) bulan. 

Pasal 25 

(1) Dalam hal pegawai ASN berstatus melaksaneikan diklat lebih dari 1 

(satu) bulan, menjalankan cuti besar, dan cuti melabirkan dalam bulan 

tertentu selama 1 (satu) bulan penuh, maka TPP bulan yang 

bersangkutan tidak dibayarkan. 

(2) Dalam hal pegawai ASN berstatus melaksanakan diklat lebih dari 1 

(satu) bulan, menjalankan cuti besar, dan cuti melabirkan dalam bulan 

yang berbeda, maka TPP diberikan setelah dikurangi jumlah har i tidak 

masuk kerja pada bulan tersebut. 

(3) Dalam hal ASN berstatus cuti sakit dalam bulan tertentu selama 1 (satu) 

bulan penuh, maka TPP bulan yang bersangkutan dibayarkan 50% dari 

TPP Produktifitas. 

Bagian Ketujuh 

Ketentuan TPP bagi Penjabat, Pit, dan Plh 

Pasal 26 

(1) Penjabat Sekretaris Daerab dapat menerima TPP sesuai kelas jabatan 

Sekretaris Daerab. 

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila 

Penjabat Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Sekretaris Daerab 

kurang dari 1 (satu) bulan kalender. 

(3) Pit atau Plh diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu 

paling singkat 22 (dua puluh dua) hari kerja atau kelipatannya. 

(4) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak kingsung yang merangkap 

sebagai Pit atau Plh menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh 

persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Pit atau Plh pada 

Jabatan yang dirangkapnya. 

(5) Pejabat setingkat yang merangkap Pit atau Plh jabatan lain menerima TPP 

Pegawai ASN yang lebih tinggi sebesar 2 0 % (dua puluh persen) dari TPP 

Pegawai ASN yang lebih rendab pada Jabatan definitif atau Jabatan yang 
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(7) 

(8) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

3) 

(4 

(5) 

| hari dikurangi 5/6 (lima persen). 

Dalam hal pelaksanaan cuti bersama yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah, maka tidak ada pengurangan TPP. 

Pengurangan TPP paling banyak sebesar 10C”4 (seratus persen) untuk 

tiap 1 (satu) bulan. 

Pasal 25 | 

Dalam hal pegawai ASN berstatus melaksanakan diklat lebih dari 1 

(satu) bulan, menjalankan cuti besar, dan cuti melahirkan dalam bulan 

tertentu selama 1 (satu) bulan penuh, ) maka TPP bulan yang 

bersangkutan tidak dibayarkan. 

Dalam hal pegawai ASN berstatus melaksanakan diklat lebih dari 1 

(satu) bulan, menjalankan cuti besar, dan cuti melahirkan dalam bulan 

yang berbeda, maka TPP diberikan setelah dikurangi jumlah hari tidak 

masuk kerja pada bulan tersebut. | 

Dalam hal ASN berstatus cuti sakit dalam bulan tertentu selama 1 (satu) i 

bulan penuh, maka TPP bulan yang bersangkutan dibayarkan 50Y6 dari 

TPP Produktifitas. 

Bagian Ketujuh 

Ketentuan TPP bagi Penjabat, Pit, dan Plh 

) Pasal 26 

Penjabat Sekretaris Daerah dapat menerima TPP sesuai kelas jabatan 

Sekretaris Daerah. 
TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila 

Penjabat Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Sekretaris Daerah 

kurang dari 1 (satu) bulan kalender. 

Pit atau Pih diberikan TPP tambahan, yang merjabat dalam jangka waktu 

paling singkat 22 (dua puluh dua) hari kerja atau kelipatannya. 

Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap 

sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan sebesar 2076 (dua puluh 

persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt atau Plh pada 

Jabatan yang dirangkapnya. 

Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain menerima TPP 

Pegawai ASN yang lebih tinggi sebesar 205 (dua puluh persen) dari TPP 

Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang 
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dirangkapnya. 

(6) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan t^tap 

atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pit atau Plh hanya 

menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang 

tertinggi. 

(7) Pejabat Fungsional yang merangkap sebagai Pit atau Plh jabatan 

struktural, menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari 

TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Pit atau Plh pada Jabatan yang 

dirangkapnya. 

(8) TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pit atau Plh 

dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pit atau Plh. 

(9) Dalam ha l TPP bagi Pit dan Plh selama aplikarJ belum dapat digunakan, 

maka pengusulan pembayarannya dilakukan secara manual. 

Bagian Kedelapan 

Penggunaan Mesin Absensi Elel^tronik 

Pasal 27 

(1) Setiap pegawai mengisi absen menggunakan m(;sin absensi elektronik. 

(2) Dalam kondisi tertentu dimana mesin absensi elektronik tidak dapat 

berfungsi atau belum tersedia maka Kepala Perangkat Daerab 

bertanggung jawab untuk memfungsikan kembiili mesin dimaksud. 

(3) Selama mesin absensi elektronik tidak dapat berfungsi atau belum 

tersedia maka penggunaan daftar hadir manu.'d wajib di lakukan sampai 

dengan mesin absensi elektronik dapat berfungsi kembali atau telah 

diadakan. 

(4) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

dilaporkan setiap har i kepada Perangkat Daerab yang membidangi 

Kepegawaian. 

(5) Format daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

terlampir pada lampiran I I Peraturan Bupati ini . 

Pasal 28 

(1) Penggunaan mesin absensi elektronik dikecualikan bagi: 

a . staf pribadi, ajudan, dan pengemudi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan 

DPRD; 

b. pegawai yang ditugaskan di Rumali Dinas Bupati/Wakil 
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(6). 

(7) 

dirangkapnya. 

Pejabat satu tingkat di bawah pejabat. definitif yang berhalangan tetap 

atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya 

menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang 

tertinggi. . : 

Pejabat Fungsional yang merangkap sebagai Pit atau Plh jabatan 

struktural, menerima TPP tambahan sebesar 2074 (dua puluh persen) dari 

. TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt atau Plh pada Jabatan yang 

(8) 

9) 

1). 

2? 

8 
| tersedia maka penggunaan daftar hadir manual wajib dilakukan sampai 

ta 

S) 

(D 

dirangkapnya. ) 

TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pit atau Plh 

dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Pih. ) 

Dalam hal TPP bagi Plt dan Plh selama aplikasi belum dapat digunakan, 
maka pengusulan pembayarannya dilakukan secara manual. 

Bagian Kedelapan 

| Penggunaan Mesin Absensi Elektronik 

Pasal 27 

Setiap pegawai mengisi absen menggunakan mesin absensi elektronik. 

Dalam kondisi tertentu dimana mesin absensi elektronik tidak dapat 

“berfungsi atau belum tersedia maka Kepala Perangkat Daerah 

bertanggung jawab untuk memfungsikan kembali mesin dimaksud. i 

Selama mesin absensi elektronik tidak dapat berfungsi atau belum 

dengan mesin absensi elektronik dapat berfungsi kembali atau telah 

diadakan. 

Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

dilaporkan setiap hari kepada Perangkat Daerah yang membidangi 

Kepegawaian. | : 

Format daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

terlampir pada lampiran II Peraturan Bupati ini. 

— Pasal 28 
Penggunaan mesin absensi elektronik dikecualikan bagi: 

a. staf pribadi, ajudan, dan pengemudi Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan i 

— DPRD: ) 
b.. . pegawai yang ditugaskan di Rumah “Dinas Bupati/Wakil 
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Bupati/Sekretaris Daerah; dan 

c. pegawai lainnya yang penugasannya tidak berpedoman pada 

ketentuan j am kerja di lingkungan Pemeritab Daerab. 

(2) Absensi pegawai yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

di lakukan secara manual. 

Pasal 30 

Daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mengacu pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 

TATA CARA DAN PROSEDUR PEMJ3AYARAN 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pembayaran 

Pasal 31 

(1) TPP dibayarkan secara bulanan dengan masa penilaian dari tanggal 26 

(dua puluh enam) sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan 

berikutnya berdasarkan permintaan perangkat Daerab. 

(2) Perhitungan besaran TPP untuk bulan Desember tahun berkenaan 

dibayarkan pada bulan Desember tahun yang sirnia. 

Bagian Kedua 

Prosedur Pembayaran 

Pasal 32 

(1) Prosedur pembayaran TPP dilakukan berdasarkan rekapitulasi absensi 

baik elektronik dan/atau manual, serta penilaian produktifitas kerja yang 

dituangakan dalam perhitungan nilai kinerja. 

(2) Format perhitungan nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terlampir pada lampiran I I I peraturan Bupati ini . 

(3) Rekapitulasi absensi secara elektronik dikikukan secara otomatis 

menggunakan sistem aplikasi yang terintegr£isi dalam mesin absensi 

elektronik yang dikendalikan oleh Perangkat Daerab yang membidangi 

kepegawaian. 
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Bupati/ Sekretaris Daerah: dan 

c. pegawai lainnya yang penugasannya tidak berpedoman pada. . 

| ketentuanj jam kerja di lingkungan Pemeritah Daerah. | 

Absensi pegawai yang dikecualikan sebagaimana dimaksud badai ayat (1), 

dilakukan secara manual. 

Pasal 30: 

Daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mengacu pada . 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

@ 

“ 

2 

@ 

| BAB VII 

.TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBAYARAN i 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pembayaran 

Pasal 31 ' 

rep dibayarkan secara bulanan dengan masa penilaian dari tanggal 26 ' 

(dua puluh enam) sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan 

— berikutnya berdasarkan permintaan perangkat Daerah. 

Perhitungan besaran TPP untuk bulan Desember tahun berkenaan 

dibayarkan pada bulan Desember tahun yang sama. 

Bagian Kedua 

Prosedur Pembayaran 

Pasal 32 

Prosedur pembayaran TPP dilakukan berdasarkan rekapitulasi absensi 

baik elektronik dan fatau manual, serta penilaian produktifitas kerja yang 

dituangakan dalam perhitungan nilai kinerja, | 

Format perhitungan nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terlampir pada lampiran HI peraturan Bupati i ini. ) 

Rekapitulasi absensi secara elektronik dilakukan secara otomatis 

| menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam mesin absensi Ta 

— elektronik yang. dikendalikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi 

kepegawaian. 

  

KABAG | KABAN |” KABAG KABAN : 
'ORB | .BKpP | Hurum | xivancan | ASI | SEKDA | WABUP 

ih TA 
  

                     



(4) Rekapitulasi absensi secara manual dilakulcan secara manual yang 

dikendalikan oleb Kepala Perangkat Daerab. 

(5) Prosedur pembayaran TPP berdasarkan rekapitulasi absensi elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a, Kepala Perangkat Daerab yang membidangj kepegawaian menyajikan 

data rekapitulasi absensi elektronik setiap bulan beserta data 

peroleban nilai aktivitas pegawai yang dapat diakses oleb admin 

Perangkat Daerab melalui sistem aplikasi; 

b, Kepala Perangkat Daerab melakukan verifikasi terbadap data 

rekapitulasi absensi elektronik dan penilaian produlctifitas kerja, 

dalam bal terdapat ketidaksesuaian maka dilakukan input data 

perbaikan dalam aplikasi oleb admin pengelola system aplikasi; 

c. Kepala Perangkat Daerab melakukan pencetakan data rekapitulasi 

absensi elektronik dan penilaian produktifitas kerja setelab 

dilakukan perbaikan yang disertai bukti fisik data dukung; 

d, Kepala Perangkat Daerab mengajukan surat permintaan pembayaran 

TPP kepada Bendahara Umum Daerah dengan SPM LS dan dilampiri: 

1. Surat Pemyataan Tanggung Jawab; 

2. Daftar Penerimaan TPP; dan 

e. Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi kelengkapan 

administrasi usulan Kepala Perangkat Daerab; dan 

f. Bendabara Umum Daerab membayarkan TPP melalui Rekening 

Bank. 

(6) Prosedur pembayaran TPP berdasarkan rekapitulasi absensi manual 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a, Kepala Perangkat Daerab melakukem verifikasi terbadap data usulan 

yang meliputi, Surat Pemyataan Tgmggung Jawab, Daftar 

Rekapitulasi Tingkat Kebadiran Pegawai, Rekapitulasi Waktu Kinerja, 

dan Daftar Penerimaan TPP; 

b, Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan 

pembayaran TPP kepada Bendahara Umum Daerab dengan SPM LS 

dan dilampiri: 

1. Surat Pemyataan Tanggung Jawab; 

2. Daftar Penerimaan TPP; 

c. Bendabara Umum Daerab melakukan verifikasi kelengkapan 

' administrasi usulan Kepala Perangkat Daerab; dan 

d. Bendabara Umum Daerab membayarkan TPP melalui rekening Bank. 
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4 Rekapitulasi absensi secara manual dilakukan secara manual yang 

dikendalikan oleh Kepala Perangkat Daerah. 

6) 

3 

Prosedur pembayaran TPP berdasarkan rekapitulasi absensi elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian menyajikan | 

data rekapitulasi absensi elektronik setiap “bulan beserta data 

i perolehan nilai aktivitas pegawai yang dapat diakses oleh admin 

Perangkat Daerah melalui sistem aplikasi, 

Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap data. 

| rekapitulasi absensi elektronik dan penilaian produktifitas kerja, 

. dalam hal terdapat ketidaksesuaian maka dilakukan input data 

perbaikan dalam aplikasi oleh admin pengelola system aplikasi: 

| Kepala Perangkat Daerah melakukan percetakan data rekapitulasi 0. 

absensi elektronik dan penilaian produktifitas kerja setelah 

n dilakukan perbaikan yang disertai bukti fisik data dukung, 

“" Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permintaan pembayaran 

. TPP kepada Bendahara Umum Daerah dengan SPM LS dan dilampiri: 

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab, 

2. Daftar Penerimaan TPP, dan 

“Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi kelengkapan 

— administrasi usulan Kepala Perangkat Daerah: dan 0 

Bendahara Umum Daerah membayarkan TPP melalui Rekening 

Bank. | 

Prosedur pembayaran T TPP berdasarkan rekapitulasi 8 absensi “manual 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a, Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap data usulan 

.. yang ' meliputi, Surat Pernyataan Te anggung Jawab, Daftar 

Rekapitulasi Tingkat Kehadiran Pegawai, Rekapitulasi Waktu Kinerja, | 

- dan -Daftar Penerimaan TPP: 

) Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan 

pembayaran TPP kepada Bendahara Umum Daerah dengan SPM LS 

— dan dilampiri: 

1 Surat Pernyataan Tanggung J awab, 

2. Daftar Penerimaan TPP, 

. Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi kelengkapan . 

— administrasi usulan Kepala Perangkat Daerah: dan i 

. Bendahara Umum Daerah membayarkan TPP melalui rekening E Bank. 
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(7) Format Surat Pemyataan Tanggung Jawab setiagaimana dimaksud pada 

ayat (4) bumf d angka 1 dan ayat (5) bumf d angka 1 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini . 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Pembayaran bagi Pegawm Mutasi 

Pasal 33 

(1) Dalam bal pegawai mengalami mutasi antar P€;rangkat Daerab dan/atau 

mutasi kenaikan kelas jabatan, maka TPP selama 1 (satu) bulan terakbir 

dibayarkan pada Perangkat Daerah lama dan k(;las jabatan sebelumnya. 

(2) Dalam hal pegawai mutasi pindah ke luar Daerab, maka TPP diberikan 

sampai dengan bulan terakbir sebelum mutasi. 

(3) Dalam hal pegawai mutasi pindab masuk ke Daerab, maka TPP 

diberikan setelab yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas 

selama 1 (satu) Tabun. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi 

pegawai mutasi pindab masuk ke Daerab yang langsung atau telab 

menduduki jabatan struktural. 

BAB VIII 

PEMBINAAN DAN PENCAWASAN 

Pasal 34 

(1) Kepala Perangkat Daerab bertanggung jawab terbadap pembinaan dan 

pengawasan pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan keijanya. 

(2) Inspektur melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

BAB IX 

PEMBIAYAAN 

Pasal 35 

Pemberian TPP bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab. 

B A B X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 28 

(1) Dalam bal terjadi keadaan kabar {force majeure) maka peroleban TPP 

100% (seratus persen) berdasarkan disiplin kerja dengan daftar badir 

manual. 

KABAG 
ORB 

KABAN 
BKPP 

KABAG 
HUKUM 

KA 
K E U ; 

AN 
JGAN 

ASS I I I SEKDA WABUP 

(7) 

(1) 

@& 
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(1) 

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) huruf d angka 1 dan ayat (5) huruf d angka 1 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Pembayaran bagi Pegawai Mutasi 

|. Pasal 33 

Dalam hal pegawai mengalami mutasi antar Perangkat Daerah dan/atau 

mutasi kenaikan kelas jabatan, maka TPP selama 1 (satu) bulan terakhir 

dibayarkan pada Perangkat Daerah lama dan kelas jabatan sebelumnya. 

Dalam hal pegawai mutasi pindah ke luar Daerah, maka TPP diberikan 

i sampai dengan bulan terakhir sebelum mutasi. 

Dalam hal pegawai mutasi pindah masuk ke Daerah, maka TPP 

diberikan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas 

selama 1 (satu) Tahun. i 
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi 

pegawai mutasi pindah masuk ke Daerah yang langsung atau telah 

menduduki jabatan struktural. i i 

- BAB VIII ) 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

| | Pasal 34 

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan 

pengawasan pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan kerjanya. 

Inspektur melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. i 

i BAB IX 
PEMBIAYAAN 

Pasal 35 

Pemberian TPP bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

. Pasal 28 

Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) maka perolehan TPP 

10076 (seratus persen) berdasarkan disiplin kerja dengan daftar hadir 

manual. 
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(2) TPP dibayarkan sejak bulan Januar i sampai dengan bulanDesember 

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14. 

BAB X I 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 

Gorontalo Utara Nomor 6 Tabun 2022 tentang Tambaban Pengbasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintab Kabupaten Gorontalo Utara 

(Berita Daerab Kabupaten Gorontalo Utara Tabun 2022 Nomor 494) dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 30 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

A ^ r setiap orang mengetabuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerab Kabupaten Gorontalo 

Utara. 

Ditetapkan di Kwandang 

Pada tanggal 10 2023 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

ARIQ IWODANG 

Diundangkan di Kwandang 

pada tanggal (0 2023 

S E K R O T R I S DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, 

MAN L I 

RITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR 

KABAG 
ORB 
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KE 

ABAN 
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ASS HI SEKDA WABUP 

L f 

(2) TPP dibayarkan sejak bulan Januari sampai dengan 1 'bulanDesember 

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 

Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 

— Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara 

(Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022 Nomor 494) dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 0 Tn 

i Pasal 30 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo 

  

Utara. 

Ditetapkan di Kwandang 

Pada tanggallo Maret 2023 

) (upani GORONTALO UTARA, 

— Diundangkan di Kwandang 
- padatanggal (0 Maker 2023 —— ) 

IS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,    
. BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR 52 
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LAMPIRAN I I I P E R A T U R A N B U P A T I G O R O N T A L O U T A R A 
NOMOR: O i 2 0 2 3 
T A N G G A L : (o MACiê  2 0 2 3 
T E N T A N G : T A M B A H A N P E N G H A S I L A N P E G A W A I A P A R A T U R S I P I L 

N E G A R A D I L I N G K U N G A N P E M E R I N T A H D A E R A H . 

PERHITUNGAN NILAI KINERJA 

UNIT KERJA : 
BULAN : TAHUN: 2023 

PEGAWAI YANG 
DINILAI 
NAMA : 
NIP : 
PANGKAT/GOL : 
JABATAN : 

FAKTORPENGURANG ATASAN LANGSUNG 

1. DISIPLIN KERJA (Bobot 30) Hari/Mentt Satuan % NIUI 

1 TldakMasukKerja 0 Hari/Bulan 0.0 100.00 

2 TerlambatMasukKerja 0 Menlt/Bulan 0.0 100.00 

3 PulangSebelumWaktu 0 Menit/Buian 0.0 100.00 

TOTAL DISIPLIN KERJA 0.00 300.00 
BOBOT NIUI DISIPLIN KERJA 30.00 

JENIS PRESTASI ATASAN 
UNGSUNG 

11. PRODUKTIVITAS (Bobot 70) Skor Nilai 
1 Hasil 5 1 

2 Efektivitas 6 1 

3 Efisiensi 5 1 

4 Kecepatan 5 1 

TOTAL PRODUKTIVITAS 20 4 
BOBOT NIUI PRODUKTIVITAS 14.00 
NIUI KINERJA PEGAWAI (NKP) 44.00 

MENGETAHUI 
YANGDINIUI ATASAN UNGSUNG 

NIP. NIP. 

BUPATI GORONTALO UTARA 

TRARIQ/MODAWGGU 

K A B A G 

O R B 

K A B A N 

B K P P 

K A B A G 

H U K U M 

KJ 
K E U 

B A N 

J N G A N 
A S S I I I S E K D A W A B U P 

Vf 4 / 

LAMPIRAN JII PERATURANBUPATIGORONTALO UTARA 
NOMOR: Of 2023 ) 
TANGGAL: pp Matey “2023 : | | 
TENTANG: TAMBAHAN PENGHASILANPEGAWAI APARATUR SIPIL . 

NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. 
    

  

  

  

  

          
      

  

  

  

  

      

    
  

  

            

PERHITUNGAN NILAI KINERJA 

DUNITKERJA 1. ' pa 
BULAN — Op TAHUN: 2023 

— PEGAWAI YANG i 
2 DINILAI 2 

— NAMA 

NP 
PANGKAT/GOL 

- JABATAN 

IFAKTORPENGURANG | ATASANLANGSUNG — 
. DISIPLIN KERJA (Bobot 30 HarilMenit | Satuan db NILAI 

4. TidakMasukKerja 10 — 1 Hari/Bulan 0.0 100.00 

2 TerlambatMasukKerja 0 Menit/Bulan | 0.0 100.00 

3 1 PulangSebelumWaktu “10 Menit/Bulan 0.0 1 100.00 

TOTAL DISIPLIN KERJA” ) 0.00 | 300.00 
BOBOT NILAI DISIPLIN KERJA i 30.00 

JENIS PRESTASI aa ATASAN 
—n PRODUKTIVITAS (Bobot 7 ) Skor | Nilai 

1 Hasil | | ) | 5 1 

“12 1 Efektivitas — BNN — : 5 1 

13 Efisiensi : ) ) 5 1 
14 Kecepatan | 0 : : . 5 tt 

TOTAL PRODUKTIVITAS ) : ) 20 4 
(BOBOTNILAIPRODUKTIVITAS . : : 14.00 

NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP) ) : ) 44.00 

Ga Ga MENGETAHUI 
YANG DINILAI ATASAN LANGSUNG 

NP 2 NP, 

  

  

(puan GORONTALO UTARA 

  

  

  

KABAG | RABAN | KABAG AN 
Lor& | kep | Hukum saga Asst | SEKDA | WABUP 

da |                  



LAMPIRAN I I P E R A T U R A N B U P A T I G O R O N T A L O U T A R A 

N O M O R : 0 1 2 0 2 3 

T A N G G A L : (0 MAfî X 2 0 2 3 
T E N T A N G : T A M B A H A N P E N G H A S I L A N P E G A W A I A P A R A T U R S I P I L 

N E G A R A D I L I N G K U N G A N P E M E R I N T A H D A E R A H , 

KOP DINAS 

DAf=TAR HADIR APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 
OPD 
TAHUN 2023 

HARI 
TANGGAL 

NO NAMA/NIP PANGKAT/GOL 
RUANG JABATAN MASUK KERJA P U U 

KERJ A KET. NO NAMA/NIP PANGKAT/GOL 
RUANG JABATAN 

JAM PARAF JAM PARAF 
KET. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Dst 

REKAPITULASI 
KEHADIRAN 
HADIR 

Orang 
SAKIT 

Orang 
IZIN 

Orang 
DINAS LUAR 

Orang 
TANPA 
KETERANGAN 

Orang 

JUMLAH 
: Orang 

KABAG 
ORB 

KABAN 
BKPP 

KABAG 
HUKUM K 

lOVBAN 
: i | ANGAN 

ASS I I I SEKDA WABUP 

AT \ 

LAMPIRAN II PERATURANBUPATIGORONTALO UTARA 
NOMOR : ot 2023 
TANGGAL: tp MAter 2023 
TENTANG: TAMBAHAN PENGHASILANPEGAWAI APARATUR SIPIL 

NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. 
    

KOP DINAS 

DAFTAR HADIR APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 
OPD 
TAHUN 2023 

HARI 
TANGGAL 

PULANG 
PANGKATI/GOL. | yapatan (MASUK KERJA | keRya Iker. 

JAM —TPARAF | JAM | PARAF 
2. 3 4 5 6 7 8 9 

NAMAINIP 

  

  

REKAPITULASI! 
KEHADIRAN 
HADIR 
: Orang 
SAKIT 
: Orang 
IZIN 
: Orang 
DINAS LUAR 
: Orang 
TANPA 
KETERANGAN 
: Orang 

JUMLAH 
: Orang 

  

KABAG | KABAN |” KABAG BAN I 

orB | BKPP | HUKUM dangan | ASSIL | SEKDA | WABUP 

BW UN LAU 

| S
em

nt
em

an
 

  

                  
 



LAMPIRAN I I P E R A T U R A N B U P A T I G O R O N T A L O U T A R A 

N O M O R : 0 1 2 0 2 3 

T A N G G A L : (0 ^m-\ 2 0 2 3 
T E N T A N G : T A M B A H A N P E N G H A S I L A N P E G A W A I A P A R A T U R S I P I L 

N E G A R A D I L I N G K U N G A N P E M E R I N T A H D A E R A H . 

KOP DINAS 

DAFTAR HADIR APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 
OPD 
TAHUN 2023 

HARI 
TANGGAL 

NO NAMA/NIP PANGKAT/GOL. 
RUANG JABATAN MASUK KERJA 

JAM PARAF 

PULANG 
KERJ 
JAM 

KET. 
PARAF 
8 

3 

4 

5 

Dst 

REKAPITULASI 
KEHADIRAN 
HADIR 

SAKIT 
Orang 

iziN 
Orang 

DINAS LUAR 
Orang 

TANPA 
Orang 

KETERANGAN 
Orang 

JUMLAH 
Orang 

KABAG 
ORB 

KABAN 
BKPP 

KABAG 
HUKUM 

lOVBAN 
K ! I ANGAN ASS I I I SEKDA WABUP 

  

| LAMPIRAN Il PERRATURANBUPATIGORONTA ALO UTARA 

“NOMOR : 901” 2023 
TANGGAL: Mater 2023 
“TENTANG: TAMBAHAN PENGHASILANPEGAWAI APARATUR SIPIL 

: NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. 

KOP DINAS” n La 

DAFTAR HADIR APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 
OPD. 
TAHUN 2023 

D HARI. 
TANGGAL 

  

Th PULANG” PANGKATIGOL. | Jagatan | MASUK KERJA | KeRja (ket 
) ) JAM — TT PARAF | JAM | PARAF 

12 0 Soo AA 5 6 7 js 9 
4 

(no INama/NIP 

2 

3 

  

  

  

“2. KEHADIRAN 

HADIR : 
Hn Orang - 
SAKIT 

2 Orang 
: IN — 
— Orang 

DINAS LUAR 

0 Orang 
— TANPA — 

| KETERANGAN 

6 Orang 

— JUMLAH | 

: Orang 

SAR TKP, uu d BAN ASS IN SEKDA WABUP 
  

               



MENGETAHUI 
PENANGGUNG JAWAB PIMPINAN OPD 

(....«.............. ) i 
NIP. NIP. 

KABAG 
ORB 

KABAN 
BKPP 

KABAG 
HUKUM 

K 
K E l 

iBAN 
ASS I I I SEKDA WABUP 

A^ I^NGAN X 

  

MENGETAHUI 

  

    

  

PENANGGUNG JAWAB . PIMPINAN OPD 

(bankennoeenerperhenememmmamema memeras ) 
NIP. 

pg 
" I KABAG | KABAN KABAG BAN 

ORB | BKPP HUKUM | KEuancan | ASSIN | SEKDA | WABUP 

               



LAMPIRAN I P E R A T U R A N B U P A T I G O R O N T A L O U T A R A 

N O M O R : 01 2 0 2 3 

T A N G G A L : (O 2 0 2 3 
T E N T A N G : T A M B A H A N P E N G H A S I L A N P E G / i W A I A P A R A T U R S I P I L 

N E G A R A D I L I N G K U N G A N P E M E R I N T A H D A E R A H . 

FORMAT PENILAIAN PRODUKTIVITAS K E R J A (Bobot 70%) 

1. Hasil 
J u m l a h pekerjaan (volume fisik/ Dokumen/ Penugasan) 
yang mampu diselesaikan. 

Prestasi 

A Sangat produktif, volume fisik/Dokumen/Pcmugasan 
kegiatan yang dilaksanakan melampaui target yang 
ditetapkam. 

B Produktif, volume fisik/Dokumen/Penugasan kegiatan 
yang dilakukan sesuai target yang ditetapkan (90-100%). 

C Cukup produktif, volume fisik 80-89% dari target yang 

ditetapkan. 

D Kurang produktif, volume fisik/Dokumen/Penugasan 

65-79% dan target yang ditetapkan. 

E Tidak produktif, volume fisik/ Dokumen/Penugasandi 
baivah 6 5 % dari target yang ditetapkan. 

2 . Efektifitas 
Hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar 
kualitas yang diinginkan. 

A Efektifitas sangat tinggi yaitu kualitas yang diperoleb 
lebib baik (sangat akurat, sangat cermat, sangat rapih) 
(Efektifitas lebib dari 1 yaitu 100%benar). 

B Efektifitas tinggi yaitu kualitas yang diperoIe:b baik 
(akurat, cermat, rapib) 
(Efektifitas sama dengan 1 yaitu 90-99% benar) 

C Efektifitas cukup tinggi yaitu kualitas yang diperoleb 
cukup baik (cukup akurat, cukup cermat, cukup rapib) 
(Efektifitas 0.75-0.99 yaitu 80-89% benar) 

D Efektifitas rendab yaitu kualitas yang diperoleb kurang 
baik (kurang akurat, kurang cermat, kurang; rapib) 
(Efektifitas 0.50-0.74 yaitu 70-79% benar) 

E Efektifitas sangat rendab yaitu kualitas yang diperoleb 
tidak baik (tidak akurat, tidak cermat, tidak rapib) 
(Efektifitas <0.50 yaitu dibawab 70% benar). 

3. Efisiensi 
Hasil pekerjaan dibandingkan dengan sumberdaya yang 
digunakan. 

Skor 
Prestasi 

A Efisiensi sangat tinggi, tercapainya basil pekerjaan 
dengan penggunaan sumberdaya yang lebib rendab dari 
standar. 

KABAG 
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KABAG 
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LAMPIRAN I PERATURANBUPATIGORONTALO UTARA 

NOMOR : Of 2023 
TANGGAL: (0 Manzy . 2023 
TENTANG: TAMBAHAN PENGHASILANPEGAWAT APARATUR SIPIL 

YOEMAT PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA (Bobot 7076) 

: NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. 

  

Hasil 
Jumlah pekerjaan (votume fisik/ Dokumen/ Penugasan) 
yang mampu diselesaikan. 

Skor 
Prestasi 

  

Sangat produktif, volume Tisik/ Dokumen/Penugasan 
kegiatan yang dilaksanakan melampaui target yang 
ditetapkan. 
  

.| Produktif, volume fisik/Dokumen/Penugasan kegiatan 
yang dilakukan sesuai target yang ditetapkan (90-100//). 
  

Cukup produktif, volume fisik 80-89” dari target yang 

ditetapkan. : 0 ) 
  

Kurang produktif, volume fisik/ Dokumen/ Penugasan . 

65-79Yo dari target yang ditetapkan. | 
  

Tidak produktif, volume fisik/ Dokumen / Pe: Tugasandi 
bawah 65Yo dari target yang ditetapkan. 
  

2. Efektifitas 

Hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar 
kualitas yang diinginkan. 
  

Efektifitas sangat tinggi yaitu kualitas yang diperoleh 
lebih baik (sangat akurat, sangat cermat, sangat rapih) 
(Efektifitas lebih dari 1 yaitu 100Y4 benar). 
  

Efektifitas tinggi yaitu kualitas yang diperoleh baik 
| (akurat, cermat, rapih) 
(Efektifitas sama dengan 1 yaitu 90-99Y5 benar) . 
  

Efektifitas cukup tinggi yaitu kualitas yang diperoleh 
cukup baik (cukup akurat, cukup cermat, cukup rapih) 
(Efektifitas 0.75-0.99 yaitu 80-89Y6 benar) 
  

Efektifitas rendah yaitu kualitas yang diperoleh kurang 
baik (kurang akurat, kurang cermat, kurang rapih) 
(Efektifitas 0.50-0.74 yaitu 70-796 benar) 
  

Efektifitas sangat rendah yaitu kualitas yang diperoleh 
tidak baik (tidak akurat, tidak cermat, tidak rapih) 
(Efektifitas 0.50 yaitu d dibawah 70746 benar). 
  

3. Efisiensi 
Hasil pekerjaan dibandingkan dengan sumb erdaya yang 
digunakan. : 

Skor 

Prestasi 

      Efisiensi sangat tinggi, tercapainya hasil pekerjaan 
dengan penggunaan Sumberdaya yang lebih rendah dari 
standar.     

  

KABAG | KABAN KABAG 
. ASS III SEKDA WABUP I. 

  

          

AN 

.ORB | BKPP 1 KEUANGAN 

AG TN   4 1   

  
 



(Efisiensi lebih dari 1 yaitu sumberdaya yang digunakan 
kurang dari 100%) 

B Efisiensi tinggi, tercapainya basil pekerjaan dengan 
penggunaan sumberdaya sesuai standar. 
(Efisiensi sama dengan 1 yaitu sumberdaya yang 
digunakan 100%) 

C Efisiensi sedang, tercapainya basi l pekerjaan dengan 
penggunaan sumberdaya cukup tinggi dari standar. 
(Efisiensi 0.75-0.99 yaitu sumberdaya yang digunakan 
lebib tinggi sampai 10% dari standar) 

D Efisiensi kurang, tercapainya basil pekerjaan dengan 
penggunaan sumberdaya lebib tinggi deiri standar, 
(Efisiensi 0.50-0.74 yaitu sumberdaya yang digunakan 
lebib dari 10% sampai 20% dari standar) 

E Efisiensi rendab, tercapainya basil pekerjaan dengan 
penggunaan sumberdaya sangat tinggi dari standar. 
(Efisiensi < 0.50 yaitu sumberdaya yang digunakan lebib 
dari 20% dari standar) 

4. Kecepatan 
Waktu penyelesaian pekerjaan. 

A Lebib cepat menyelesaikan pekerjaan dari waktu yang 

ditetapkan. 

B Tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. 

C Terlambat dari waktu yang ditetapkan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

D Sangat terlambat dari waktu yang ditetapkan dalam 
menyelesaikan pekerjaan. 

E Pekerjaan tidak selesai. 

*) Coret yang tidak perlu 
**) Skor Prestasi: A=5, B=4, C=3, D=2 E= l 
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(Efisiensi lebih dari 1 yaitu sumberdaya yang digunakan 

kurang dari 1006) | | 

  

| Efisiensi tinggi, tercapainya hasil pekerjaan dengan 

(digunakan 10074) 

penggunaan sumberdaya sesuai standar. 
(Efisiensi sama dengan 1 yaitu sumberdaya yang 

  

Efisiensi sedang, tercapainya hasil pekerjaan dengan 
penggunaan sumberdaya cukup tinggi dari standar. 
(Efisiensi 0.75-0.99 yaitu sumberdaya yang digunakan | 
lebih tinggi sampai 1076 dari standar) 
  

Efisiensi kurang, tercapainya hasil pekerjaan dengan 
penggunaan sumberdaya lebih tinggi dari standar. 
(Efisiensi 0.50-0.74 yaitu sumberdaya yang digunakan 
lebih dari 1099 sampai 2076 dari standar) 
  

Efisiensi rendah, tercapainya hasil pekerjaan dengan 
penggunaan sumberdaya sangat tinggi dari standar. 
(Efisiensi « 0.50 yaitu sumberdaya yang 8 digunakan lebih 
dari 2076 dari standar) 
  

4. Kecepatan 

Waktu: penyelesaian pekerjaan. 
  

Lebih cepat menyelesaikan pekerj aan dari waktu yang 

ditetapkan. | — 
  

Tepat waktu dalam meny yelesaikan pekerjaan. 
  

Terlambat dari waktu yang ditetapkan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 
  

Sangat terlambat dari waktu yang ditetapkan dalam 
menyelesaikan pekerjaan. 
        Pekerjaan tidak selesai. 
  

0 “ La 

5 xx) 

“Coret yang tidak perlu 
NN Prestasi: Az5, B-4, c-3, D-2 E-1 

) (baveam GORONTALO UTARA 

  

  

KABAG | KABAN BAG BAN 
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L A M P I R A N I V P E R A T U R A N B U P A T I G O R O N T A L O U T A R A 

N O M O R : 01 2 0 2 3 
T A N G G A L : (0 MAl^ 2 0 2 3 
T E N T A N G : T A M B A H A N P E N G H A S I L A N P E G / L W A I A P A R A T U R S I P I L 

N E G A R A D I L I N G K U N G A N P E M E I U N T A H D A E R A H . 

ContohSura tPemya taanTangg^ungJawab : 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
PERANGKAT DAERAH 

Alamat Jl.Kusno Danupojo No OlKompleks Blok Plan Desa 
MoKngkapotoKec. Kwandang 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
Nomor 

Yang bertanda tangan di bawah i n i : 
Nama 
NIP : ^ 
Jabatan : ^ 

Menyatakan dengan sesunggubnya babwa : 

(1) Hasil penghitungan tambaban pengbasilan pegawai sebagaimana Daftar 
Penerimaan Tambaban Pengbasilan Pegawai pada (nama 
Perangkat Daerab) Kabupaten Gorontalo Utara Bulan .Tabun 
Angaran telab dibuat dengan sebenar-benamya. 

(2) Kami bertanggung jawab penub atas keabsahan Daftar Penerimaan 
Tambaban Pengbasilan Pegawai beserta Daftar Rekapitulasi Kebadiran 
Pegawai dan Produktifitas Kerja sebagai dasar pemberian Tambaban 
Pengbasilan Pegawai. 

(3) Apabila dikemudian bari temyata terdapat kelebiban atas pembayaran 
Tambaban Pengbasilan, Kami bersedia menyetorkan kelebiban tersebut 
ke kas daerab. 

Demildan pemyatan ini Kami buat dengan sebenar-benamya dan untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Kwandang, 20. . . 
K E P A L A 

NIP. 

KABAG 
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KABAN 
BKPP 

KABAG 
HUKUM 
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i LAMPIRAN Iv PERATURANBUPATIGORONTALO UTARA 

NOMOR : Ol. 2023 ) 
TANGGAL: rs Maner 2023 

| TENTANG: “TAMBAHAN PENGHASILANPEGAWAI APARATUR SIPIL 

NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. 

  

 ContohSuratPernyataanTan gun gJ awab: : 
  

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
PERANGKAT DAERAH 

' Alamat Jl Kusno Danupojo No 01Kompleks Blok Plan Desa 
' MolingkapotoKec. Kwandang 

      

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
NOMOF “coin 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama: 

— NP: : aa 
Jabatan  :— 

' Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 

(1) Hasil penghitungan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana Daftar 
Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai pada ......... — (nama 
Perangkat Daerah) ......... Kabupaten Gorontalo Utara Bulan ...... «Tahun 

-  Angaran telah dibuat dengan sebenar-benarnya. 
(2) Kami bertanggung jawab penuh atas keabsahan Daftar Penerimaan 

. Tambahan Penghasilan Pegawai beserta Daftar Rekapitulasi Kehadiran 
Pegawai dan Produktifitas Kerja sebagai dasar pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai. 

(3) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat: kelebihan atas pembayaran 
— Tambahan Penghasilan, Kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut 

ke kas daerah. 
Demikian pernyatan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk 

. dipergunakan sebagaimana mestinya. | 

Kwandang, | “20... 

KEPALA..... anak — 

  

KABAG | KABAN 
ORB BKPP WABUP: 
                   


